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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan akibat 

perkawinan sedarah dikarenakan perkawinan yang terdapat hubungan 

darah itu pembatalannya termasuk ke dalam batal demi hukum sehingga 

harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan selama itu dapat 

dibuktikan.  

2. Anak merupakan belahan jiwa dan potongan daging orang tuaanya, 

sehingga keberadaan anak dalam hukum keluarga sangatlah berarti, 

karena pada dasarnya anak lahir dari suatu akibat perkawinan yang sah, 

akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya melanggar 

syarat dan rukun nikah dalam hal orang tuanya yang menikah namun 

diketahui perkawinan mereka memiliki hubungan darah maka harus 

dibatalkan, bila ada anak yang dilahirkan sesudah dilakukan pembatalan, 

maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. 

Batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dengan 

orang tua, mengingat ini berkaitan dengan kemanusiaan dan untuk 

kebaikan anak. 
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B.    Saran 

1. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya 

terbuka dan jujur tentang asal usul keluarganya serta memahami adanya 

larangan perkawinan yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

maupun Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan 

batalnya perkawinan seperti perkawinan sedarah ini. 

2. Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam memeriksa syarat 

pengajuan nikah dan melakukan pencegahan terhadap calon mempelai 

yang mengajukan kehendak nikah yang terindikasi terdapat hubungan 

darah dalam pengajuan nikahnya tersebut. 
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